
TANTANGAN PENERAPAN EKONOMI 
SYARIAH​

PADA LEVEL NEGARA 

Perspektif Filosofis, Institusional, Makroekonomi, dan Ekonomi Global 

Penerapan ekonomi syariah pada level negara jauh lebih kompleks daripada sekadar mengembangkan 
perbankan syariah. Sistem ekonomi negara mencakup moneter, fiskal, perdagangan internasional, hukum, 
pasar tenaga kerja, industri, perpajakan, jaminan sosial, serta hubungan dengan sistem ekonomi global. 

1. Persoalan Mendasar: Menerjemahkan Prinsip Menjadi Institusi 
Negara 
Pada tingkat individu, prinsip halal, haram, zakat, keadilan, dan larangan riba relatif mudah dirumuskan. 
Pada tingkat negara, prinsip tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan, institusi, regulasi, dan 
mekanisme pasar. 

PRINSIP SYARIAH → NILAI & ETIKA → KEBIJAKAN NEGARA → INSTITUSI EKONOMI → HASIL 
EKONOMI 

●​ Moneter: pengelolaan uang, inflasi, likuiditas, dan stabilitas keuangan. 
●​ Fiskal: penerimaan negara, belanja, defisit, dan pembiayaan. 
●​ Perdagangan: ekspor, impor, investasi, dan hubungan ekonomi internasional. 
●​ Industri: produktivitas, teknologi, tenaga kerja, dan daya saing. 
●​ Distribusi: kemiskinan, ketimpangan, zakat, wakaf, dan jaminan sosial. 

2. Tantangan Sistem Moneter 
Sistem ekonomi modern menggunakan uang fiat, bank sentral, pasar uang, kredit, dan instrumen 
kebijakan yang dalam banyak yurisdiksi menggunakan suku bunga. Ekonomi syariah menghadapi 
kebutuhan untuk merancang instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus efektif menjaga 
stabilitas. 

EKONOMI KONVENSIONAL: Bank Sentral → Suku Bunga → Kredit → Permintaan Agregat → 
Inflasi/Output 

Dalam kerangka syariah, alternatif seperti sukuk dan instrumen likuiditas syariah perlu memiliki desain 
yang mampu memenuhi kebutuhan operasi moneter, likuiditas, stabilitas, dan transmisi kebijakan. 

3. Tantangan Pembiayaan Negara 
Negara membutuhkan pembiayaan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, transportasi, dan 
layanan publik. Instrumen pembiayaan syariah seperti sukuk dapat digunakan, tetapi memerlukan desain 
akad, underlying asset, pricing, likuiditas, investor, dan pasar sekunder yang memadai. 
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●​ Struktur akad harus jelas. 
●​ Underlying asset harus memenuhi ketentuan yang relevan. 
●​ Instrumen harus memiliki pasar yang cukup likuid. 
●​ Investor domestik dan internasional perlu memiliki akses. 
●​ Biaya dan risiko pembiayaan harus tetap dapat dikelola negara. 

4. Tantangan Sistem Perbankan 
Bank syariah menggunakan berbagai akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, 
dan istishna'. Tantangan pada skala nasional adalah memastikan pembiayaan tetap efisien, produktif, 
terjangkau, dan mampu mengelola risiko. 

PROFIT & LOSS SHARING → PEMBAGIAN RISIKO → MONITORING → INFORMATION ASYMMETRY 
→ BIAYA TRANSAKSI 

Struktur pembiayaan berbasis bagi hasil dapat membutuhkan monitoring dan informasi yang lebih kuat. 
Karena itu, institusi data, tata kelola, audit, dan manajemen risiko menjadi penting. 

5. Interaksi dengan Sistem Ekonomi Global 
Negara tidak beroperasi dalam ruang ekonomi yang tertutup. Perdagangan, investasi, valuta asing, 
teknologi, dan sistem pembayaran menghubungkan perekonomian nasional dengan negara dan institusi 
yang menggunakan sistem ekonomi berbeda. 

NEGARA SYARIAH ↔ PERDAGANGAN ↔ INVESTASI ↔ VALUTA ↔ SISTEM EKONOMI GLOBAL 

Karena itu, salah satu persoalan utama adalah interoperabilitas: bagaimana institusi dan instrumen syariah 
dapat berfungsi dalam lingkungan ekonomi global yang heterogen. 

6. Perbedaan Interpretasi dan Standardisasi Syariah 
Produk dan transaksi syariah dapat melibatkan perbedaan interpretasi di antara ulama, dewan syariah, 
mazhab, regulator, dan negara. Perbedaan tersebut membuat standardisasi dan harmonisasi menjadi isu 
kelembagaan. 

●​ Fatwa dan standar syariah. 
●​ Sharia governance. 
●​ Audit kepatuhan syariah. 
●​ Standar akad dan dokumentasi. 
●​ Harmonisasi lintas yurisdiksi. 

7. Tantangan Hukum 
Ekonomi syariah membutuhkan keterkaitan antara akad syariah dengan hukum kontrak, perusahaan, 
perbankan, jaminan, kepailitan, perpajakan, dan penyelesaian sengketa. 

AKAD SYARIAH → KONTRAK → PAJAK → JAMINAN → PENGADILAN → KEPAILITAN 
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Jika setiap lapisan memiliki definisi atau perlakuan yang tidak selaras, biaya transaksi dapat meningkat 
dan kepastian hukum menjadi lebih kompleks. 

8. Tantangan Perpajakan 
Beberapa struktur transaksi syariah melibatkan perpindahan aset atau tahapan akad yang berbeda dari 
transaksi pembiayaan konvensional. Sistem pajak perlu dirancang agar pilihan akad syariah tidak 
menimbulkan perlakuan pajak yang tidak netral. 

TUJUAN: TAX NEUTRALITY → AKAD SYARIAH TETAP KOMPETITIF SECARA EKONOMI 

9. Hubungan Zakat dan Pajak 
Zakat dan pajak memiliki dasar, objek, mekanisme, dan tujuan yang berbeda. Zakat merupakan kewajiban 
keagamaan dengan ketentuan syariah tertentu, sedangkan pajak merupakan instrumen fiskal negara. 
Karena itu, pertanyaan apakah zakat menggantikan pajak tidak dapat dijawab secara sederhana. 

PAJAK + ZAKAT + WAKAF + JAMINAN SOSIAL → SISTEM DISTRIBUSI NASIONAL 

Tantangan kebijakannya adalah merancang hubungan antarinstrumen sehingga fungsi fiskal negara, 
redistribusi, dan perlindungan sosial dapat berjalan secara koheren. 

10. Risiko Islamisasi Formal 
Penerapan ekonomi syariah menghadapi risiko ketika perubahan hanya terjadi pada nama, bentuk akad, 
atau label produk, sementara substansi insentif ekonomi, distribusi risiko, dan dampak sosial tidak 
mengalami perubahan berarti. 

SYARIAH → COMPLIANCE → ? → MASLAHAH → KEADILAN → FALAH 

Karena itu, evaluasi ekonomi syariah sebaiknya tidak berhenti pada kepatuhan formal, tetapi juga 
mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial. 

11. Tantangan Pengukuran Keberhasilan 
Indikator ekonomi konvensional seperti pertumbuhan GDP, inflasi, pengangguran, investasi, dan 
produktivitas tetap relevan. Namun kerangka ekonomi Islam juga memberikan perhatian pada keadilan, 
distribusi, kemaslahatan, dan falah. 

EFISIENSI + KEADILAN + MASLAHAH + AKHLAK → KESEJAHTERAAN → FALAH 

●​ Akses pembiayaan. 
●​ Kemiskinan dan ketimpangan. 
●​ Distribusi kekayaan. 
●​ Produktivitas usaha. 
●​ Kualitas pekerjaan. 
●​ Keadilan dalam risiko dan manfaat. 
●​ Kemaslahatan sosial. 
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12. Tantangan Perilaku Masyarakat 
Institusi ekonomi tidak berjalan hanya berdasarkan regulasi. Perilaku konsumen, perusahaan, investor, 
bank, dan pemerintah sangat menentukan keberhasilan penerapan. 

●​ Harga dan biaya. 
●​ Kemudahan akses. 
●​ Kepercayaan terhadap lembaga. 
●​ Literasi keuangan syariah. 
●​ Pemahaman akad. 
●​ Preferensi terhadap nilai etis dan sosial. 

13. Tantangan Sumber Daya Manusia 
Ekonomi syariah pada level negara membutuhkan sumber daya manusia yang memahami ekonomi 
sekaligus syariah. Kompetensi dapat mencakup finance, banking, economics, data, fiqh muamalah, 
maqashid, akad, governance, dan ethics. 

EKONOMI + SYARIAH + DATA + GOVERNANCE → ISLAMIC ECONOMIC GOVERNANCE 

14. Trade-off Kebijakan 
Kebijakan ekonomi negara selalu menghadapi trade-off. Penerapan ekonomi syariah juga membutuhkan 
pertimbangan antara berbagai tujuan yang kadang tidak sepenuhnya sejalan. 

●​ Keadilan dan efisiensi. 
●​ Pemerataan dan insentif. 
●​ Stabilitas dan pertumbuhan. 
●​ Subsidi dan disiplin fiskal. 
●​ Kepentingan nasional dan perdagangan global. 
●​ Kepatuhan syariah dan kompleksitas transaksi. 

15. Kerangka 7 Lapisan Penerapan Ekonomi Syariah 
Lapisan Fokus 
1. Filsafat Tauhid, amanah, keadilan, maslahah, falah. 
2. Syariah Akad, riba, gharar, maysir, halal-haram. 
3. Institusi Bank, pasar, negara, zakat, wakaf, lembaga 

keuangan. 
4. Kebijakan Moneter, fiskal, perdagangan, industri, sosial. 
5. Ekonomi Produksi, konsumsi, investasi, perdagangan. 
6. Distribusi Pendapatan, kekayaan, akses, perlindungan 

sosial. 
7. Outcome Keadilan, stabilitas, maslahah, kesejahteraan, 

falah. 
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16. Pertanyaan Akademik yang Lebih Fundamental 
Daripada hanya bertanya apakah ekonomi syariah dapat diterapkan, pertanyaan penelitian yang lebih 
substantif adalah: 

“Bagaimana prinsip ekonomi Islam diterjemahkan menjadi institusi, kebijakan, dan mekanisme pasar yang 
mampu menghasilkan efisiensi, keadilan, stabilitas, dan maslahah dalam perekonomian modern yang 
terintegrasi secara global?” 

17. Relevansi untuk Riset Ekonomi Digital dan Pembiayaan 
Komunitas 
Kerangka ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk penelitian tentang digital capital, alternative data, 
demand-based financing, social capital, dan financial inclusion. 

Secara konseptual: DIGITAL CAPITAL + DEMAND EVIDENCE + SOCIAL CAPITAL → ASSESSMENT 
PEMBIAYAAN → AKSES MODAL → PRODUKSI → PENJUALAN → PENDAPATAN → SIRKULASI NILAI 

→ MASLAHAH → FALAH 

Dalam perspektif tersebut, teknologi tidak hanya dinilai berdasarkan efisiensi, tetapi juga berdasarkan 
kemampuannya memperluas akses, mengurangi asimetri informasi, memperkuat kepercayaan, 
memperbaiki distribusi kesempatan ekonomi, dan mendukung keberlanjutan ekonomi komunitas. 

Kesimpulan 
Kesulitan penerapan ekonomi syariah pada level negara terutama terletak pada transformasi prinsip 
normatif menjadi institusi dan kebijakan yang bekerja dalam perekonomian modern. Tantangannya 
mencakup moneter, pembiayaan negara, perbankan, hukum, pajak, zakat, standardisasi syariah, perilaku 
masyarakat, SDM, perdagangan global, pengukuran kinerja, dan trade-off kebijakan. 

Dengan demikian, ekonomi syariah pada level negara sebaiknya dipahami bukan hanya sebagai 
perubahan instrumen keuangan, tetapi sebagai persoalan desain institusi: bagaimana nilai tauhid, 
amanah, keadilan, maslahah, dan falah diwujudkan dalam aturan, insentif, pasar, kebijakan, dan distribusi 
ekonomi. 
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